
5. Undarig-Undang .. ,

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 ten tang Pajak Burni
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Peridapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2013.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak se.suar
dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan , rnaka perlu
dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;

BUPATI BANYUASIN,

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KABVPATEN BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2013

BUPATI BANYUASIN



15. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernberitukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembar-an
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negera Re publik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 200~ tentang pembentbukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lem aran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, 'I'ambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuarigan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ?,ahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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25. Peraturan ...

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 teritang Daria
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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Derigan .v.

31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun
2008 ten tang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 20).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2009 Nomor 16);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Dacrah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17), scbagairnana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupa ten Banyuasin
Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupate n
Banyuasin Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lernbaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 016);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2U09
tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupateri
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 15) ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16 ), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor 1 Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 004);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Bany'uaain Tahun
2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah derigan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nornor
35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2012 Nomor 015);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Daerah, seba~allT).ana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nornor
21 Tahun 2011;
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Pasal2 ..

b. Bertambah Rp. 2.862.147.220,63 v'
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp.22.129.000.951~6~
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan

Rp.170.293.115.204,37
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0

Rp.19.266.853.731,00 v
2. Pengeluaran

a. Semula

b. Bertambah Rp.144.965.303.125,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp.192.422.116.156,OO

Rp. 47.456.813.031,00 v

c. Pembiayaan
1. Penerimaan

a. Semula

b. Belanja
1. Semula Rp.1.528.147.121.328,00 I

2. Bertambah Rp. 298.097.193.760,81 v""

Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp.1.826.244.315.088,81

Surplus / (Defisit)setelah Perubahan
Rp. (170.293.11ES.204.37)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
berubah dengan rincian sebagai berikut :
a. Pendapatan

1. Semula Rp.1.499.957.162.028,00
2. Bertambah Rp. 155.994.037.856,44

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp.1.655.951.199.884,44 \./

Pasall

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2013.

MEMUTUSKAN :

Dengan Persetujuan BeJ:'sama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN

dan
BUPATI BANYUASIN
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d. Lain-lain."

Jumlah Retribusi daerah yang sah setelah Perubahan
Rp.27.829.108.900,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp.817.451.610,OO /
2. Bertambah Rp.O
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
Dipisahkan setelah Perubahan Rp.817.451.610,00

Rp, 20.549.821.500,00
Rp. 7.279,287.400,00

b. Retribusi Daerah
1. Semula
2. Bertambah

(2) Pendapatan Asli Da.erah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 10.342.473.419,95 /
2, Bertambah Rp. 8.710.581.703,15
Jumlah Pajak daerah yang sah setelah Perubahan

Rp.19 ,053.055.123,10

-:Jumlah dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp,1.296.970.274.751,92

c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah
1. Semula Rp.246.812.213,251,82 c./

2, Bertambah Rp, 57,898.439,648,18 \/
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan Rp.304.710.652.900,OO

b. Dana Perimbangan
1.Semula Rp, 1.213,803.124,756,23
2, Bertambah Rp, 83.167,149,995,69

,/
Jumlah Pendapatan AsHDaerah setelah
Perubahan Rp,54,270.272.232,52

a, Pendapatan AsHDaerah
1. Semula Rp, 39,341.824,019,95
2, Bertambah Rp, 14.928.448.212,57 ,./

Pasa12
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

terdiri dari :
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C. Bantuan ..

Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus seteJah
Perubahan Rp.170.389.3SC1.500,OO

vRp. 190.222.734.400,00 /
/

Rp. 19.833.344.900,00 \/
1. Semula

2. Berkurang

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan
Rp.28.711.914.400,OO

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Rp. 1.139.404,979,82 ~'2. Berkurang

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1. Semula Rp.29.851.319.379,82 V

(4) Lain -lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan :

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp.147.190.480.000,OO

Rp.147.190.480.000,00

Rp.O

1. Semula.

2. Bertambah

c. Dana Alokasi Khusus

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp.772.464.315.000,OO

Rp. °2. Bertambah

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi hasil Pajak /Bukan Pajak
1. Semula Rp.294.148.329.756,23 v

2. Bertambah Rp. 83.167.149.995,69

Jumlah Dana Bagi hasil Pajak/ Bukan Pajak
setelah Perubahan Rp.377.315.479.751,92 :/

b. Dana Alolasi Umum .
1. Semula Rp.772.464.315.000,00 /

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula Rp.7.632.077.490,OO

2. Berkurang Rp.1.061.420.890,58 v

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Setelah Perubahan Rp.6.570.656,599,42



c.Belanja..,

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp,603,671 .834.331,36

Belanja Pegawai termasuk insentif pajak.insentif
retribusi dan upah pungut, dan belanja pegawa: lainnya.

b. Belanja Hibah
1. Semula Rp,76.492.041.S6S,00
2, Bertambah Rp. S.883,630,000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp.82.37S.671.56S,OO

Rp.607.163.411.293,OO
Rp. 3.491.S76. 961,642. Berkurang

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1. Semula

Rp.1.10S.794.039.023,45 v

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp.308,669. 154.408,45 I/~2. Bertambah

b. Belanja Langsung
1. Semula Rp.797.124.884.61S,00 v

Rp.720.4S0.276.065,36

Pasal3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri

dari:
a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 731.022.236,713,00 ,/
2. Berkurang Rp. 10.S71.960.647,64
.Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dad
Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan

Rp.10S.609 .349 ,000,00 c'

Rp.26.738.159.472,00
Rp.78.871.189.528,00 1--2. Bertambah

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah
lainnya.
1.Semula

8
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a.Penerimaan. ..

Pasa14
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal

terdiri dari :

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp.605.210.341.123,00

Rp.365.733.578.003,00
Rp.239,476.763.120,OO

c. Belanja Modal

1. Semula

2. Bertambah

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp.388.593.501.612,00

2. Bertambah Rp. 63.524.301.288,45

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp. 452.117.802.900,45

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp,42.797.805.000,OO

2. Bertambah Rp. 5.668.090.000,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 48,465.895.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp.284.360.169,OO

Rp. 13.505.013.686,002. Berkurang

e. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp.13.789.373.855,00

d. Belanja Bantuan Keuangan,
1. Semula Rp. 29.343.760.000,00

2. Bertambah Rp.O
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan

Rp.29.343.760.000,OO

c. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp,4.233.650.000,00

2. Bertambah Rp. 541.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp,4.774.650.000,00

· .. : ,..,...,.j ';



e.Penerirnaan. ,

b. Estimasi Silpa Tahun Berjalan
1. Semula Rp.O
2. Bertambah Rp.O
Jumlah Estimasi Silpa Tahun Berjalan setelah
Perubahan Rp.O

c. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula Rp.O
2. Bertambah Rp.O
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan

Rp.O
d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

sejumlah
1. Semula Rp.O
2. Bertambah Rp.O
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan Rp.O
Estimasi Penerimaan pinjaman daerah
1. Semula Rp.O
2. Bertambah Rp.O
Jumlah Estimasi Penerimaan Pinjaman setelah
Perubahan Rp. °

Rp.192.422.116156,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SiLPA)
1. Semula Rp. 47.456.813.031,00
2. Bertambah Rp. 144.965.303.125,00
Jumlah SILPATahun Anggaran sebelumnya setelah
Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan
1. Semula Rp.19:266.853.731,00
2. Bertambah Rp.2.862.147.220,63
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 22.129.000.951,63

a. Penerimaan Pembiayaan
1. Semula Rp. 47.456.813.031,00
2. Bertambah Rp.144.965.303.125,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 192.422.116.156,00
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1.Lampiran",

Pasa15
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalarn
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini terdiri dari :

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp.O

2. Bertambah Rp.O

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan
Rp.O

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula Rp.14.266.853.731,00

2. Bertambah Rp. 2.862.147.220,63

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelab
Perubahan Rp. 17.129.000,951,63

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp.5.000.000.000,OO

2. Bertambah Rp.O

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelab
Perubahan Rp.5.000.000.000,OO

a. Pernbentukan dana Cadangan

1. Semula Rp.O

2. Bertambah Rp.O

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
Perubahan Rp.O

,
Jumlah penerimaan Piutang daerah setelah setelah
perubahan Rp.O

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dirriaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman

1. Semula Rp.O
2. Bertambah Rp.O

f. Penerimaan piutang daerah

1. Semula Rp.O

2. Bertambah Rp.O

11
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Pasa! 7...

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai laridasan
operasional pelaksanaan Pen!bahan APBD,

Pasal6

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Tahun Anggaran
selesai dan

8. LampiranVIII Daftar Kegiatan - kegiatan
sebelumnya yang belum

7, Lampiran VIILaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

6, Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan
dan per Jabatan;

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan Urusa n

Pemerin tahan Daerah dan F'ungsi dalarn

urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

Program dan Kegiatan;

rnenurut4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja

3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD meriurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;



LEMBARAN DASRAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013
NOMOR 72

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 1 tVOvt:M'1e;~ 2013

""",~,""""IS DAERAH
BANYUASIN,

Pasa17

Pcruturan Dacruh in! rriulai berl ak u pad a tanggal diundangkan
!\f";~H~:ctin \1 Or;lIl,l; mv Ilgctn 11ui nyu , mc mer intahlca n pc n gu nda riga n
l'Cl'uLl.lrul1 DU(,I;il1 illl dcnuan pcncrnpatannya dalarn Lcmbaran
Dacrah K~Jbup,IICn 8:.myuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Bnl ai
Pada tanggal 1 NoveM3e~ 2013
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